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RINGKASAN

KEDUDUKAN AKTA PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN/HAK
PAKAI ATAS HAK MILIK YANG HAKNYA DILAKUKAN
PEMBATALAN ADMINISTRATIF

Oleh:
Muhammad Maulana Yusuf?, Erlina?

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 123
halaman

Pemberian Hak guna bangunan/hak pakai diatas hak milik dilakukan dengan
syarat terlebidahulu disepakatinya Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak
Pakai Atas Hak Milik yang dibuat oleh PPAT antara pemegang hak milik dengan
penerima hak, tetapi dalam ketentuannya terdapat perbedan antara UUPA dan
PP No.18 Tahun 2021 perihal sejak kapan lahir/terjadinya hak guna
bangunan/hak pakai atas hak milik, dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 dan Pasal
54 ayat 2 PP No. 18 Tahun 2021 menyatakan bahwa hak guna bangunan/hak
pakai atas hak milik terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan, sedangkan
dalam ketentuan Pasal 37 huruf b dan Pasal 43 ayat 2 UUPA haknya lahir/terjadi
ketika Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Atas Hak Milik dibuat.
Selanjutnya terdapat dua wewenang pembatalan hak yang saling bertentangan,
ketentuan Pasal 46 huruf b angka 2 dan Pasal 61 huruf b angka 2 memberian
wewenang kepada Menteri ATR/BPN untuk menilai tidak atau terpenuhinya
syarat atau kewajiban yang tertuang dalam perjanjian dan diberikan wewenang
membatalkan hak guna bangunan/hak pakai atas hak milik sebelum jangka
waktunya berakhir tanpa kesepakatan para pihak atau mekanisme peradilan,
sedangkan ketentuan Pasal 1338 Juncto Pasal 1266 KUHPerdata menyatakan
bahwa hak yang lahir dari perjanjian dan perjanjian itu sendiri hanya dapat
dibatalkan melalui mekanisme kesepakatan para pihak atau putusan pengadilan.
Permasalahan selanjutnya terdapat kekaburan hukum dalam Pasal 47 dan Pasal
62 PP No. 18 Tahun 2021 perihal hapusnya hak guna bangunan karena tidak
mengatur secara jelas kedudukan akta pemberian hak guna bangunan/hak pakai
setelah pembatalan hak guna bangunan/hak pakai atas hak milik sebelum jangka
waktunya berakhir oleh Menteri ATR/BPN.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk Mengetahui dan Menganalisis
Bagaimana Sinkronisasi Hukum dalam PP No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak
Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah
Terkait Dengan Penerbitan Dan Pembatalan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai
Atas Hak Milik dan Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana
Kedudukan hukum Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Hak

1 NIM: 2320216310038
2 Pembimbing

vil



Milik apabila Sertipikat Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Hak Milik tersebut
dibatalkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional (ATR/BPN). Hasil Penelitian ini diharapakan menambah khasanan
pengetahuan dan keilmuan dalam kajian ilmu hukum khususnya dalam Hukum
Perjanjian dan Hukum Pertanahan dan dapat memberikan masukan kepada
pemerintah dan pembuat peraturan perundang-undangan terkhususnya
kementrian ATR/BPN agar menjamin kepastian hukum, keadilan dan
perlindungan hukum bagi hak guna bangunan/hak pakai atas hak milik, para
pihak yang mengikatkan dirinya dalam Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas Hak Milik dan terhadap akta tersebut.

Mekanisme perolehan hak guna bangunan/hak pakai atas hak milik
diberikan oleh pemegang hak milik kepada penerima hak guna banguanan/hak
pakai atas hak milik dengan perjanjian/akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah. Dalam mekanisme pembatalannya dilakukan dengan Surat
Keputusan Menteri ATR/BPN yang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha
negara. Dalam mekanisme perolehan hak guna bangunan/hak pakai atas hak
milik secara teori-teori hukum dan asas-asas hukum terdapat pertentangan
hukum dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 dan Pasal 54 Ayat 2 PP No. 18 tahun
2021 yang bertentangan dengan Pasal 37 huruf b dan Pasal 43 ayat 2 UUPA,
ketentuan Pasal 39 ayat 2 dan Pasal 54 Ayat 2 PP No. 18 tahun 2021 tersebut
harus dikesampingkan sehingga yang berlaku adalah ketentuan Pasal 37 huruf'b
dan Pasal 43 ayat 2 UUPA yang menyatakan bahwa hak guna bangunan/hak
pakai atas hak milik lahir/terjadi sejak akta/perjanjian dibuat. Dalam mekanisme
pembatalan hak guna bangunan/hak pakai atas hak milik secara teori-teori
hukum dan asas-asas hukum terdapat pertentangan hukum dalam ketentuan
Pasal 46 huruf b angka 2 dan Pasal 61 huruf b angka 2 PP No. 18 tahun 2021
yang bertentangan dengan Pasal 1266 Juncto Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal
37 huruf b dan Pasal 43 ayat 2 UUPA, ketentuan Pasal 46 huruf b angka 2 dan
Pasal 61 huruf b angka 2 PP No. 18 tahun 2021 tersebut harus dikesampingkan
sehingga yang berlaku adalah Pasal 1266 Juncto Pasal 1338 KUHPerdata dan
Pasal 37 huruf b dan Pasal 43 ayat 2 UUPA yang menyatakan bahwa bahwa hak
guna bangunan/hak pakai atas hak milik lahir/terjadi sejak akta/perjanjian dibuat
dan hanya dapat dibatalakan melalui mekanisme kesepakatan para pihak atau
putusan pengadilan yang mempunya kekuatan hukum tetap (inkracht van
gewijsde). Selanjutnya Hak guna bangunan/hak pakai atas hak milik lahir
dari/sejak Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Atas Hak Milik
dibuat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 huruf b dan Pasal 43 ayat
2 UUPA, artinya hak guna bangunan/hak pakai atas hak milik dan akta
pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas hak milik adalah satu kesatuan
hukum yang utuh yang tidak dapat dipisahkan, membatalkan sertipikat hak guna
bangunan/hak pakai atas hak milik harus memperhatikan akta pemberian hak
guna bangunan/hak pakai atas hak milik karena haknya lahir dari perjanjian,
walaupun dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 62 PP No. 18 Tahun 2021 tidak
mengatur kedudukan Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Paka Diatas
Hak Milik setelah hak guna bangunan/hak pakai atas hak milik sebelum jangka
waktunya berakhir dibatalan oleh Menteri ATR/BPN, kedudukan hukum akta
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pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas hak milik tetap sah sebagaimana
haknya juga harus dianggap sah, ada, dan tidak dapat dibatalkan melalui surat
Keputusan Menteri ATR/BPN, dikarenakan hak yang lahir dari perjanjian dan
perjanjian hanya dapat dibatalkan melui kesepakatan para pihak atau putusuan
pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 Juncto Pasal 1266
KUHPerdata, pembatalan hak guna bangunan atas hak milik melalui Keputusan
Menteri ATR/BPN yang diatur dalam Pasal 46 huruf b angka 2 dan Pasal 61
huruf b angka 2 PP No. 18 tahun 2021 tidak sah secara hukum karena
bertentangan dengan ketentuan KUHPerdata dan UUPA, schingga keputusan
tersebut harus dikesampingkan. Upaya hukum yang dapat dilakukan bagi para
pihak yang dirugikan atas Surat Keputusan Pembatalan hak guna bangunan/hak
pakai atas hak milik oleh Menteri ATR/BPN adalah melakukan gugatan ke
PTUN, melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri, melakukan gugatan
wanprestasi jika terdapat ketentuan dalam perjanjian yang dilanggar oleh salah
satu pihak sebagai akibat dari Keputusan Pemerintah, melakukan gugatan
perbuatan melawan hukum, permohonan pembatalan atau peninjauan ulang
Keputusan Menteri ATR/BPN secara Administratif, dan uji materiil ke
Mahkamah Agung (MA).
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KEDUDUKAN AKTA PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN/HAK
PAKAI ATAS HAK MILIK YANG HAKNYA DILAKUKAN
PEMBATALAN ADMINISTRATIF

Oleh:
Muhammad Maulana Yusuf®, Erlina?
Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 123 halaman
ABSTRAK

Kata Kunci: PPAT, Akta, Pertanahan, Kepastian Hukum, Perlindungan
Hukum, Sinkronisasi Hukum, Pertentangan Hukum.

Judul penelitian ini adalah Kedudukan Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas Hak Milik Yang Haknya Dilakukan Pembatalan
Administratif. Tujuan dan kegunaan penelitian ini untuk mengetahui dan
menganalisis sinkronisasi hukum terkait penerbitan dan pembatalan hak guna
bangunan/hak pakai atas hak milik dalam PP No. 18 Tahun 2021 dan
menganalisis kedudukan hukum akta pemberian hak guna bangunan/hak pakai
atas hak milik apabila hak guna bangunan/hak pakai atas hak milik sebelum
jangka waktunya berakhir dibatalkan Menteri ATR/BPN. Metode penelitian
yang digunakan adalah hukum normatif yang bersifat perspektif guna
mendapatkan jawaban rumusan masalah. Rumusan masalah pertama
membahas pertentangan hukum terkait kapan lahirnya hak guna bangunan/hak
pakai atas hak milik pada Pasal 39 ayat 2 dan Pasal 54 Ayat 2 PP No. 18 Tahun
2021 dengan Pasal 37 huruf b dan Pasal 43 ayat 2 UUPA, dan pertentangan
hukum terkait apakah Menteri ATR/BPN dapat membatalkan hak guna
bangunan/hak pakai atas hak milik sebelum jangka waktunya berakhir pada
Pasal 46 huruf b angka 2 dan Pasal 61 huruf b angka 2 PP No. 18 tahun 2021
dengan Pasal 1266 Juncto Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 37 huruf b dan
Pasal 43 ayat 2 UUPA. Rumusan masalah kedua membahas kekosongan
hukum pada Pasal 47 dan Pasal 62 PP No.18 Tahun 2021 dikarenakan tidak
mengatur kedudukan hukum Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai
Atas Hak Milik setelah hak guna bangunan/hak pakai atas hak milik sebelum
jangka waktunya berakhir dibatalkan Menteri ATR/BPN dan terdapat
pertentangan hukum terkait perolehan dan pembatalan hak guna bangunan/hak
pakai atas hak milik.
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